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&:;‘Sa.ltamﬁ "alaikum: warahmatullahi wabarakatuh,

ﬂam 'sejaﬁf_étﬁi,_bagi kita semua.

th. QSaud;ijr’a'_ Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewar

| Per‘wakllan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

-Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dacrah
" "Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

" -Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan
- Provinsi DKI Jakarta;

- Para.Anggota Forkopimda;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
~ -Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta Jakarta,
beserta jajarannya; '

* -Hadirin dan iindangan yang saya banggakan.

. Pertama tama pada kesempatan yang berbahagia‘ini marilah
kita panjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahn
Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa,. atas limpahan rahmat dan
Xarunia-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan - untuk
inenghadiri acara Rapat Paripurna. Dewan Perwakilan- Rakyat
Daévah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah tentang : .

L
L
(]

akarta Tahun Anggaran 2019;

erubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013
entang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas
PT) MRT Jakarta (Perseroan Daerah); .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI



* Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI
Jakarta pada PT. Jakarta Propertindo; :

* Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengawalinya
dengan mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabj
Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam 1440 Hijriah kepada
Umat Muslim. Dengan memperingati Maulid Nabi, kita dapat
meneladani akhlak Beliau, karena sesungguhnya telah ada pada.
diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang
mengharap ridho Allah Ta’ala. '

'Pada kesempatan pertama saya akan menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
- Anggaran 2019. Sebelum saya menjelaskan mengenai RAPBD
- Tahun Anggaran 2019, saya akan menyampaikan perkembangan

Indikator Makro Ekonomi, yang menjadi pertimbangan dalam
- penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
{  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai
. berikut : '
j .o Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019

 diproyeksikan sebesar 6,6 persen, di atas realisasi
- pertumbuhan ekonomi pertengahan tahun 2018 sebesar 5,93
-4 persen.

-Konsumsi rumah tangga yang tumbuh baik, tumbuhnya
_investasi yang didorong oleh program - pembangunan
~infrastruktur  MRT fase 2 dan investasi swasta yang
(diperkirakan semakin menguat sejalan dengan® selesainya
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ﬁ. rangkaian pemilihan umum/pemilihan Pres1den sehingga
b perilaku wait and see diperkirakan akan berkurang Hal
i B tersebut merupakan beberapa faktor pendorong pertuimbuhan

ekonomi yang diharapkan dapat menjaga pertumbuhan
ekonomi di Tahun 2019,

-2 o Inflasi pada Tahun 2019 diperkirakan terkendali pada besaran
£ 3,6 persen. Hal ini salah satunya dikarenakan permintaan
' masyarakat yang- dlperklrakan membaik dibandingkan tahun
i - 2018 dan dari sisi volatile food, harga pangan akan tetap
E terjaga  karena Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
Provinsi Jakarta melalui BUMD akan terus menggalakkan
pemenuhan pasokan dan efisiensi rantai daging ‘pangan,
sehingga inflasi pangan akan semakin terkendall

- Rapat Dewan yang saya hormati,

i Selanjutnya izinkan saya menyampaikan Kebijakén Umum
§ dalam Rancangan APBD yang meliputi kebijakan Pendapatan
- . Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. '

Kebijakan Pendapatan Daerah, diarahkan antara lain pada :

1 Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
= diupayakan antara Iam melalui :

-a. Intensifikasi dan Eksten51fikas1 Pajak Daerah dengan
melakukan :.

- Mengoptimalkan penerimaan melalui pendataan (fiscal
cadaster),

- Mengoptimalkan penagihan terhadap penunggak pajak
atau Wajib Pajak tidak patuh;

- Mengoptimalkan penerimaan secara menyeluruh
kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem
Informasi Iayanap terintegrasi;
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TR Mengoptimalkan sistem pengawasan penerimaan pajak
_ daérah; '

* - Mengoptimalkan penerimaan - pajak daerah “melalui
. ipénerapan online system terhadap empat jenis pajak
“|daerah, yaitu pajak hotel; pajak restordn, pajak hiburan
-~ |dan pajak parkir; |

- Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah.

b. _Pelfg;ingkatan Pelayanan Retribusi Daerah, antara lain
“dengan :

- Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi
- Daerah secara elektronik;

- Menerapkan Banking System dalam melakukan
pembayaran Retribust Daerah; L

- Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat
atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan
dan Non Perizinan.

2. Pemngkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,

: antara lain dengan cara :

Mengunplementa31kan hasil evaluasi terhadap perjanjian-

perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

- 'Mengoptimaltkan pemanfaatan aset daerah yang berada di
-lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalul

i’keljasama dengan pihak ketiga;

Méngembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah

elalul Debt Management.

ngkan kebijakan Belanja Daerah, diarahkan antara lam

emtlkberatkan pada pencapaian vist misi dan_ janji kerja
bernur dan Wakll Gubernur periode tahun 2017 hlnggc
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~tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
' dan Urusan Waj1b Pelayanan Non.Dasar serta Urusan Piljhan;
i 2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah
o 'kebljakan pembangunan;
¥ 3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan
kesehatan sesuai perundangundangan;
& 4 Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan
. ckonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya
v pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
} 5. Menddrong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta
f scbagai Ibukota Negara;
L 6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
. A Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
b. Hibah, untuk menyentuh  kegiatan/usaha . penduduk/
komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
¢. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas somal tertentu
 dalam rangka pembangunan modal sosial;
d: Bantuan * keuangan dalam rangka kerjasama/komltmen
antar pemerintah daerah.

a{, ’7 Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang
1angsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Selanjutnya untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, sumber
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 direncanakan berasal dari
- Sisa Lebzk Perhztungan Anggaran (SILPA) Tahun. 2018 dan
- pencairan! pinjaman untuk Proyek MRT. Sedangkan terkait
engan Pengeluaran Pembiayaan, antara lain dialokasikan untuk
enyeltaan modal daerah kepada beberapa BUMD.



at Déwan yang saya hormati,

: 'Pade‘l bagian ini, saya akan menjelaskan rincian Rancangan
tur an Daerah tentang Anggaran Pendapatan a’an Belanja
Dieiah T aliun Anggaran 2019.

4 Totafl Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
ierah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.89,08 triliun
elapan puluh sembilan koma delapan triliun) atau meningkat
besar 7,00 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.83,26
hun (delapan puluh tiga koma dua puluh enam triliun), sebagai

Pendapatan Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar
Rp.74,77 triliun (fyjuh pulih empat koma tujuh puluh tyjuh
liun) atau meningkat 13,63 persen dibandingkan dengan
\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Sebesar Rp.65,80 triliun (enam puluh lima koma delapan puluh
:n). Rencana Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.51,12 triliun (fima
puluh satu koma dua belas triliun); Dana Perimbangan sebesar
Rp.21,30 triliun (dua puluh satu koma tiga puluh triliun), serta
n-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.2,34
iliun (dua koma tiga puluh empat triliun).

Sedangkan untuk rencana Pendapatan Asli Daerah
aarapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp.44,18
un (empat puluh empat koma delapan belas triliun),
etribusiDaerah sebesar Rp.716,13 miliar (fujuh ratus sepuluh
ma tiga belas miliar); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
ang Dipisahkan sebesar Rp.757,62 miliar (fujuh ratus lima
th tjuh koma enam puluh dua miliar), serta Lain-lain
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endapatan -Asli’ Daerah yang Sah sebesar Rp.5,47 triliun
lima koma empat puluh tujuh triliun). '

Selanjuthya, untuk Dana Perimbangan sebesar Rp.21,30
viliun (dua’ pihih satu koma tiga puluh triliun), berasal dari
dana Baﬁi""Hasil sebesar Rp.18,15 triliun (delapan belas koma
ima belds triliun), serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.3,15
riliun '(riiga koma lima belas triliun). :

: ‘apa:t Dewan yang saya hormati,

_Selaﬁjutnya, mengenai Belanja Daerah, dapat saya
ampaikan sebagai berikut :

Belailja Daerah Tahun Anggaran 2019 direncanakan
chesar Rp.80,90 triliun (delapan puluh koma sembilan puluh
yilium), atau meningkat 12,36 persen dibandingkan dengan
Anggaran| Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp.71,99 triliun (fwjuh puluh satu koma Sembilan puluh
sembilan triliun), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung. '

‘Pada Tahun Anggaran 2019, Belanja Tidak YLangsung
dialokasikan sebesar Rp.34;75 triliun (tiga puluh empat koma -
fujuh puhih lima triliun) antara lain meliputi Belanja _Pegawzii
sebesar Rp.21,42 triliun (dua puluh satu koma empat puluh dua
triliun), Belanja Bunga sebesar Rp.76,00 miliax (fwjuh puluh
enam miliar), Belanja Subsidi sebesar Rp.4,84 triliun (empai
koma - delapan puluh empat triliun), ‘Belanja Hibla_h‘_'_ sebesar
Rp.2,30 triliun (dua koma tiga puluh triliun), Belan'j‘a‘:fB'antuan
‘Sosial sebesar Rp.4,46 triliun (empat koma empat puluh enam
i-'z‘ﬁliun), ‘Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.851,75 miliar
lelapan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh lima miliar),




|
I
|
l

rta Bellanja Tidak Terduga sebesar Rp.788,25 mlhar (tujuh
ratus delapan puduh delapan koma dua pulih lima mllzar)

can untuk Belanja Langsung dialokasikan sebesar
p.46,1 - triliun. (empat puluh enam koma empat belas: mhun)
ang dia okasﬂ<an antara lain untuk belanja yang d1t1t1kberatkan
ada arah pemenuhan Belanja Prioritas dalam. Pencapaian Visi
an MIS{ Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi DKI J akarta
eriode 2017 - 2022, dengan fokus

1. Pengulangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin,
antara lain melalvi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu
Ja]cm tg Sehat (KJS) Plus, -pengendalian harga komodltas
pangan pokok, subsidi pangan serta subsidi transportam

.Penmgkatan produktivitas warga, Khususnya produktwuas
masyarakat miskin dan rentan, antara lain melalui pemngkatan
kualitas pendidikan vokasi yang langsung dapat memenuhl
kebutuhan industri; :

. Penyediaan rumah susun milik dengan Skema DP Nol yang
salah satunya melalui dukungan Uang Muka; :

.Pembangunan  transportasi - yang difokuskan  pada
pengembangan pemberian layanan transportasi termtegram
yang ter] jangkau bagi seluruh masyarakat;

. Pengembangan jaringan jalan dan pedestnamsam antara lain
melalui pembangunan Simpang susun, pembangunan jalur
busway, penataan trotoar dan penciptaan ruang pubhk pada
koridor jalan, pembangunan jalan orang tak *sebidang
(JPO/TPO/Skywalk), pembangunan jalam baru, pembangunan
jalan tembus (missing link) serta pelebaran jalan,

. Pengelolaan persampahan melalui pengembangan

Intermediate Treatment Facility (ITF). T



9

)ewan. yang saya hormati,

agian akhir dari penyampaian Rancangaﬁ_'igcraturan
ihg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
019, berikut ini saya sampaikan penjelasan terkait

raan Daerah.
maan Pembiayaan pada tahun 2019 diréncanakan
14,31 triliun (empat belas koma tiga puluh satu
: berasal dari SiLPA Tahun 2018 yang
ikan mencapai Rp.12,17 triliun (dua belas koma tujuh
n), serta pinjaman untuk Proyek MRT sebesar
iun (dua koma tiga belas triliun).

jangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan diréncanakan
'8.18 triliun (delapan koma delapan belas iriliun)
itara lain dialokasikan untuk penyediaan transportasi
itu pembangunan MRT fase 2, penyediaan hunian yang
ddn’ terjangkau melalui program DP 0 Rupiah,
jdngan Sentra Primer Tanah Abang ..(SPTA),
ninan  stadion olahraga - bertaraf internasional, serta

Angan penyediaan air minum.

/an yang saya hormati, . |
utnya, saya sampaikan penjelasan Rancangan
aerah (Raperda) tentang Perseroan Terbatds MR1
roan Daerah). SRR -
ita ketalmi bersama, perkembangan Proyek Mod:
it yang dibangun dan dikelola oleh PT. MRT'J akart:
penyesuaian Peraturan Daerah untuk menjadi acuat
T Jakarta dalam melanjutkan pembangunan da
an sistem Moda Raya Terpadu dengan lebih efekti
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filt" ;dilaporkan bahwa perkembangan pembangunan
IRTfase 1 koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel
pal saat ini telah mencapai 97,08%.dan diharapkan .
groperasi secara komersial pada kuartal pertama tahun
yang. secara paralel dilanjutkan dengan persiapan
: linan fase 2 Koridor Bundaran HI-Kampung Bandan.

B

_awah penjelasan tentang Rancangan Peraturan
1h .(Raperda) ini, peitama-tama saya akan menyampaikan
_ éng melatarbelakangi dilakukannya perubahan Perda
nTahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Normo 3~-‘Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik

«qhi- (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan
daD omOr -8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
loerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah
T. MRT Jakarta, antara lain sebagai berikut :

Modal Dasar Perseroan yang mendukung biaya proyek
i mbangunan Fase 1 koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel
donesia | sebesar Rp 14,6 ‘triliun (empat belas koma enam
alam perjalanannya terdapat penambahan biaya proyek
ebesar Rp 2,56 triliun (dua koma lima puluh enam trzlzun)
“kebutuhan perubahan (variation order) dan penyesuaian
price adjusment).

ping itu perlu mengakomodir Penyertaan Modal

(PMD) baru, berupa pendanaan proyek fase 2 sebesar
un (dua puluh dua koma lima puluh empat trzlnm)
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1 .11_1ikian modal dasar untuk keselufuhaﬂ-; fase 1 dan
nerupakan PMD kepada PT. MRT Jakarta naik
Ehesar Rp. 40,75 triliun (empat puluh koma tujuh puluh

npiran Perda Nomor 8 Tahun 2013 terdapat PMD
tukan anggaran yang hanya bisa digunakan untuk
- lahan bangunan kantor sebesar Rp. 161 ‘miliar
canam puluh satu miliar) . Namun mengingat pengadaan
Antor yang mendesak untuk mendukung operasional PT.
VIR Jakarta dan skema pengadaan kantor tersebut dapa
atkan pendekatan sinergi BUMD berbentuk kerjasamse
VIRT| Jakarta dengan PD Pasar Jaya di lahan yang berlokas
ks Pasar Blora, maka kami mengusulkan -perubahar
ntukan menjadi pembelian lahan dan/atau banguran. kanto;
RT!fakarta. :

ewan yang saya hormati,

Pada) bagian berikut, izinkan saya menyampaikal
san Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroal
: Jukarta Propertindo (Perseroan Daerah).

ala}n rangka meningkatkan pelayanan transportasi publi
ik mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DK
¢ agai Ibukota Negara, maka diperlukan percepata

nan kereta api ringan atau light rail transit (LRT).

- diinformasikan bahwa perkembangan pembanguna
T Jakarta Fase 1 Koridor Kelapa Gading - Velodrom
Pk aat ini telah mencapai 91,16 % dan diharapkan dap.

8iasi secara komersial pada kuartal | pertama tahun 201"
M Sclanjutnya secara paralel dilanjutkan dengan persiap:
Mhbangunan Fase 2 Koridor Velodrome - Dukuh Atas - Tan:
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7.@1:1.. penjelasan tentang Rancangan' Peraturan
ertama-tama saya akan menyampaikan hal-hal yang

| Modal Disetor PT. J akarta Propertindo telah mencapa:
408.730.231.000, (sembilan triliun empat ratus delapar
iliar tu]uh ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh -sat
b ‘trupiah)  sedangkan =~ Modal  Dasar . sebesal
10.000.000.000.000 (sepuluh triliun). |

hi modal disetor dan ditempatkan pada PT Jakart:
ertindo diproyeksikan akan bertambah dan akan melebih
Jal i{'dasar discbabkan PT. Jakarta Propertind
enerima PMD dari Pemerintah Provinsi DKI Jakart:
j APBD  Tahun  Anggaran 2018 sebesa
82 000.000.000, (dua triliun dua ratus tiga puluh du
mplah) untuk menyelesa1kan tahap akhir pembangunai
* arta Fase 1 dan Velodrome.

ib han PMD tersebut akan berdampak pada il
dalr o Disetor Perusahaan menjadi - - sebesa
091.080.232.000, (sepuluh triliun sembilan ratu
uluh satu miliar delapan puluh juta dua ratus tig
dua ribu -rupiah), sehingga rnodal disetc
melebihi modal - dasar, yang  ‘sebesz
Q65000.000.000.000. (sepuluh triliun)

hY



,aknya integrasi transportasi pubhk di. wilayat
KI. Jakarta dan .untuk mendorong  penuruna:
ngkat kemacetan Ibukota, PT. Jakarta Propertindc
Ay proyek LRT Jakarta menargetkan pekerjaan sepanjang
607%m jalur LRT pada fase berikutnya hingga tahun 2022
i-|dengan trase indikatif LRT Jakarta yang tertuan
am Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 201:
Penetapan Rencana Jalur Indikatif Kereta Ap
ight Rail Transit.

Dapat saya sampaikan, untuk mendukung perkembangal
UMD membutuhkan dana yang lebith besar untul
jerkuat straktur modalnya. Untuk memberikan percepatas
'ptﬁnal kepada BUMD, salah satu sumber modal yan,
irlma oleh BUMD yaitu Penyertaan Modal Daera,
). Untuk mendukung pembiayaan proyek LRT dan proyel
‘BT. Jakarta Propertindo mengkomposisikan kebutuha
- untuk proyek tersebut, salah satunya berasal dar
1 PMD.

h itu, pelaksanaan penyesuaian Peraturan Daerah ir
an| untuk lebih mengintegrasi pengaturan PT. Jakart
indo dalam satu bentuk peraturan, serta mengacu kepad
emerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Bada
lik Daerah, kami mengusutkan penambaha
menjadi “Perseroan Terbatas Jakarta Propertind
Daerah)”, serta menambahkan ketenfuan mengent
v usaha perusahaan termasuk dalam bidang usah
serta dalam melaksanakan kegiatan usahany
" dapat membentuk anak perusahaan dan/ata




AR

akil Ketua dan para Anggota Dewa

erakhir, izinkan saya menyampaikan Rencan
7 ‘aturan ~ Daerah  Perusahaan  Daera
nan S arana Jaya sebagai berikut. '

: b' gunan Sarana J aya adalah BUMD yang dibentu
_rovinm DKI Jakarta ‘berdasarkan Peraturan Daera
‘yang sampai saat ini telah mengalami beberap
raturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentan
tama atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 198
‘Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta dan Peratura
or 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua at:
ahi* 'Daerah Nomor 2 Tahun 1982 ten‘qang P
g nan Sarana Jaya DKI J akarta. |

htara itu, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 201
Disar PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar 2 triliw
s-Modal yang ditempatkan dan disetor. (per 3
béj, 2017) sejumlah Rp. 1.064.002. 770.836 (satu triliu

Tuli empat miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh rit
#-ratus tiga puluh enam rupiah) dan modal dasar yar
*setor sejumlah Rp. 935.997.229.164 (sembilan rat
lima miliar sembilan ratus sembilan puluh’ tujuh ju
ia puluh sembilan ribu seratus enam puluh emp.
1g direncanakan akan di setor pada APBD Perubah:
L ehmgga modal dasarnya terpenuhi 100% sejumlc
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ah  Susun Umum untuk Masyarak:
Rendah dengan Program DP 0 Rupia
tau-Solusi Rumah Warga.

gan  Kawasan berkonsep Transit Oriente
(TOD) yang terletak di Sentra Primer Tana

thya, mengingat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahu
asar Rp. 2 triliun (dua triliun) sudah terpenul
permohonan Penyertaan Modal Daerah tahun 201
1.5,9 triliun (lima koma sembilan triliun), maka ag:
nggar peraturan yang ada, maka Eksekutif mengajuka
‘ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 198
it dengan perubahan modal dasar menjadi sebes:
tiliun (sepuluh triliun).

) 'ya sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasi
' ‘_11a51 yang tinggi kepada Saudara Ketua, para Wak
an Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provin.
akarta, yang telah hadir, mendengarkan denga
iat, penuh kesabaran. dan seksama pidato penyampaia
g&n Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapata
ja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggara
aitcangan Peraturan Daerah  tentang Perseroa
MRT Jakarta (Perseroan Daerah); Rancanga
Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakar
.- (Perseroan Daerah);, Rancangan Peratura
itang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daera
un 1982 tentang PD Pembangunan Sarana Jay






